
( » ( ! ; i U T l l ( U N I M E R A U l i A U l i r A T I C N R O T E N D A O 
N O M O R 21 T A H l ! N 2004 

T E N T A N G 

P K N V E L E N G G A R A A N V V A J I B D A R A R P E R U S A H A A N 

D E N G A N R A H i M A T T U H A N Y A N G M A H A I>SA 

B U P A ' i T R O T E N D A O , 

a. bahwa dengan bei iakunya Undang-Undang noinor 22 Tahun 1999, tentang 
Pemerintah Daerah, rnaka daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan 
niengurus rumah langganya sendiri , 

b bahwa dalani rangka menciptakan ik l im usaha yang sehai^ kepastian 

berusaha, pengembangan usaha, kemilraan, peluang usaha seria 

perlindungan kepada perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur 

dan bcrtanggung jawab, maka diperlukan adanya Daftar Perusahaan sebagai 

sumber intbrmasi resmi; 

c bahwa uniuk mclaksanakan pendaitaran perusahaan sesuai kewenangan 

vanu dibcnkan. niaka periu nicngatur tcntang Penycienggaraan VVajib 

DaiUif Perusahaan, 

d. bahwa berdasarkan periinibangan sebagaimana diinaksud dalam l u i m r i i . b 

dan c icrscbut. perlu di lc lapkan dengan Peraturan Dacrah kitbupaicn l^tnc 

Ndao teniang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusaiiaan 

1 Undang -- Undang Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran kogiatan 

Usaha As ing di Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 1997 

Nomor 560: Tambahan Lembaran Negara Nomor 31 13): 

2 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 198! tentang K i iab L'ndanj_! Lhidan;-

l l u k i i m aeara Pidana flembaran Negara Tahun 1981 N o m o i 7A. lanibahan 

i.emabaran Negara Nomor 3029) : 

3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajit) Daltar iViusahaan 

l i .enibaian Negara Tahun 1982 Nomor 7: Tambahan Icn ibaran Ne:;ara 

Nomor I 3 ) . 

4 Undang-Undang Nomor 5 I'ahun 19S4 teniang Penndusin.m i l c m l n n a n 

Negara I ahiin 1984 Nomor 22: Tambahan Lembaran Nei.'ara Nomor •2'^-l • 

Undanu-Lndang Nomor 1 rahun \^f'f> leniang Pcrscioan rer i \ua- l i ' l 

(Lenibar i in Ncgaia I'ahun L ^ ^ ^ Noinor 13. Tanibahiin i'.jmbaran NCI.MM 

Nomor 3857) : 

6 Uridang-Undanu Nomor 9 Tahun 1995 lentang i 'saha K c c i l iLenibaran 

Negara Tahun i''J95 Nomor 74; 'I 'ambahan I,embaran Ncgara Nomor 361 i ) : 

7 tJndang Undang Nomor 17 Tahun 1997 tetang i iadan Pcnyelcsaian 

Scngketa Pajak (Lemabaran Negara lahun 1997 Nomor 4U: lambahan 

Lemabaran Negara Nomor 3684) : 

i 



N I Inclatii? ( 'ndiing. N'omor I S Tahun 1997 icntang Pajak Dacrah dan 

Kctnbusi Dauruh scl>againiaria lelah diubang dengan I jndang Undang 

Nomoi >l lahun 2000 ( lembaran Negara Tahun 2000 Nomui 246. 

Tanibahai i I ^-inbaran Negara Nomor 4048) : 

I 'ndan;: 1 ni.lani.' Nomor I * ' ' T i i lu in i'''>7 i c n u i i u j I V - n a i i i i u m I ' . i^d. licniMU 

Sural ! ' L i k > ; i 11 emharan Negara I alum I"-Ar; N o t n o r 4.: I ai-itnilum 

l.embaran N c L ' a r a Nomor 368o): 

1(1 Undang-IJndang Nomor 22 Tahun 1999 tcntang Pemcruuahan n a c i a h 

( l .embaran Negara Tahun 1999 Nomor 60: Tambahan I.einbaran Ncgara 

Nomor .uS>J), 

I I LJndang-tlndang Nomor 25 Tahun I'̂ HA? tcntang l-crimbangan Kcuangan 

aniara Pcmcrintah Pusat dan Dacrah (Lembara i ; Ncgara Tahun 1999 Nomor 

72. Tamhahan l.cmbaran Ncgara Nomor 3848): 

12 Undang-l jndang Nomor 28 Tahun 1999 tcntang Penyelenggaraan Negara 

yang Bcrs ih dan Bebas dari Korupsi , K o l u s i , Nepotisme (Lcmbaran Negara 

Tahun 1999 Nomor 75: Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 

13 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tcniang Pembcntukan Kabupaten 

Rote Ndao {Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 22; Tambahan 

Lcmbaran Ncgara Nomor 4 I 84): 

14. Pcraturan Pemermtah Nomor 25 Tahun 2000 tcntang Kewenangan 

Pemerintah dan Kewenangan Propmsi sebagai Oaerah Otonomi {Lembaran 

Negara i 'ahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 

15. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan 

yang T i d a k Dikenakan Waj ib Daftar Perusahaan; 

16. Keputusan Mcntcr i Da lam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 173 Tahun 

1997 tentang Pedoman Tata Cara Pengaturan Pajak Daerah; 

17. Keputusan Mcnteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia 

Nomor 3 2 7 / M P P / K E P / l / l 9 9 8 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri 

Perindusir ian dan Perdagangan Republ ik Indonesia Nomor 

I 2 / M P P / K B P / I / I 9 9 8 tentang Penyelenggaran Waj ib Daftar Perusahaan; 

18. Keputusan Menteri Da lam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 i 'ahun 

200! icniang Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum 

Daerah ; 

19. Keputusan Mcnten Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 tahun 

200 i tentang Bentuk Produk -• Produk Hukum Daerah; 

20. Keputusari Mentcn Da lam Negen dan Otonomi Daerah Nomor 23 tahun 

2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 

2 1 . Keputusan Mentcri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 i 'ahun 

2001 tentang Lembaran Dacrah dan Beri ta Daerah; 

22 Keputusan Menpenndag Nomor : 7 8 / M P P / K E P / 3 / 2 0 0 1 tentang Pedoman 

Standart Pelayanan iMinimal; 

23 Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2003 tentang 

Pembeniukan Organisasi dan Tata Ker ja Perangkal Dacrah Rote Ndao 

{Lembaran Daerah Tahun 2003 Seri D Nomor 001 
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Dcntiiin pcrsctujuan 

' D E W A N P K I W A K I L A N R A K V A I" O A E R A I I K A I U - P A ' l E N R O T E N D A O 

M E M U r U S K A N 

etapkiin : P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N R O T E N D A O T E N T A N G 

P E N Y E E E N G G A R A A N W A J I B D A F T A R P E R U S A H A A N 

B A H I 

K E P E N T U A N U M U M 

PUSH I i 

'Peraturan Oaerah ini yang dimaksud dengan : 

Oaerah adalah Kabupaten Kote Ndao; 

Remeriniah Daerah adalah Kepala Daerah besena perangkat Daerah Otonomi yang lainnya 

'ebagai Badan E k s e k u t i f D a e r a h , 

Kepala Daerah adalah Bupati Rote Ndao 

inas Perindustrian dan Perdagangan adaiah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 

•Rote Ndao; 

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Kepala Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Rote Ndao; 

Dattar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan 

•Ketentuan Undang-Undang Waj ib Daftar Perusahaan dan memuat ha!-hal yang wajib 

didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disyahkan oleh pejabat yang berwewenang; 

Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut T D P adalah tanda daftar yang diberikan 

kepada perusahaan yang teiah disyahkan pendaftarannya, 

Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian 

yang di lakukan oleh setiap pengusaha untuk luiuan memperoleh keuntungan dan atau laba, 

•Pengusaha adalah setiap orang perorangan atau persekutuan atau badan hukum yang 

.menjalankan sesuatu jen is -perusahaan; 

Perusahaan adalah seliap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tctap dan 

Tcrus menerus dan didir ikan, bekerja serta berkedudukan daiam wi layah Kabupaten Rote Ndao 

uinuk tuiuan memperoleh keuntungan dan atau laba; 

Anak Perusahaan adalah perusahaan yang d imi l i k i secara keseiuruhan atau sebagian dan 

-dikcndalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memi l ik i seluruh atau 

sebagian tcrbesar saham/modal yang ditempatkan pada anak perusahaan tersebut; 

Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari Perusahaan 

Induknya yang dapal berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri 

atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari Perusahaan Induknya; 

Agen Perusahaan adalah perusahaan yang dibcri kuasa untuk melakukan sebagian atau scluruli 

kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian, 

Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewak i l i Kantor Pusai l^erusahaan 

untuk melakukan'suatu kegiatan dan aiau pengurusannya ditcniukan sesuai wcwcnang yang 

diberikan; 

I/.m adalah i/.in usaha atau sural kctcrangan yang dipersamakan dengan ilu yang diterbilkan 

oleh instansi yang berwewenang dan diberikan kepada pengusaha uniuk dapat incnjaiaTikan 

kegiatan usahanya; 

Retnbusi Peri iz inan adalah objck rctribusi atas kegiatan tertentu Pemcnniah Dacrah dalam 

rangka pembcrian i/.in kepada orang pribadi l iadang yang dimaksud uniuk i jcmbmaan. 

pengaturan, pcngendalian dan [)engawasan atas kegiatan pemanlaaian ruang, peiiggunaan 

Sumber Daya A l a m , barang, prasarana, sarana aiau fasilitas tertcntu guna mclindungi 

kcpcntingan umuin dan mcnjaga kcicstarian Imgkungan; 



idik i'cuawai Negeri Sipil - Wajib Daftar Perusahaan yang selanjulnya disebui PPNS -

' Lidalah Pcjabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Upaten Rote Ndao yang telah diangkat dengan Keputusan Menteri Kehakiman untuk 

iakukan pengawasan dan penyidikan tindak pidana di bidang Wajib Daftar Perusahaan 

JDP); 

rigawas Wajib Dattar Perusahaan adalah Pegawai di lingkungan Dinas J^erindustrian dan 

Fdaiiangan Kabupatcn Rote Ndao yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pengawasan 

fhadap setiap perusahaan sesuai Keientuan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan dan 

raturan Daerah mi. 

B A l i I I 
' W A J I B D A F T A R P E R U S A M A A N 

Pasal 2 , 

Jetiap perusahaan termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya 

[di wilayah Kabupaten Rote Ndao dan (eiah memi l ik i iz in, waj ib mendaftarkan usahanya dalam 

iiDaftar Perusahaan; 

^erusahaan sebagannana dimaksud dalam ayat (1 ) pasai ini meliputi bentuk usaha : 
fa. Porseroan Terbatas ( P T l . Koperasi , Persckutuan Komandit ier ( C V ) . I ' irma (Pa) dan 

Pcrusahaan Perorangan; 
[b Perusahaan lam vang melaksanakan kcgiatan usaha dengan Uijuan nicinperolch 

kcunturigan dan atau laba 

jPerusahaan sebagaimana diniaksud pada ayat ( 2 ) pasal ini dapat beisiatus 

la. Kantor tunggal; 

;b. Kanlor pusat/induk,kantor cabang atau kantor pcmbantu pcrusahaan. 

^c, Anak perusahaan. 

d Kanior agen. 

c Kantor pcrwaki lan perusaluian 

Pasal } 

Hal-hal vang wajib didaflarkan olch perusahaan yang berbenluk l^'V. Kopcrasi . ' . A ' i in r , . i 

Perorahgan dan Perusahaan h i u i adalah scbagai b c n k u r 

;i Data I Jmum 

Pcru^iihan 

Komisans-'PcngawaS: Scku lu Koniandi icr 

b, kegalitas Usaha 

A k t c Pcndinan/Aktc Pciubahan dan Pcngcsahan" 

l/.in-i/.in yang d imi l i k i 

I.egaiitas lainnya 

c Data kegiatan perusahaan 

.lenis kegiatan usaha 

.'cms usaha ia inn)a 

Komoditi /produk kunnya 

( ) m / c t penjualan per tahuii 

Modal dan saham 

Total asset 

- Jumlah karyawan 

Kcdudukan dalam mala rantai kcgiatan usaha, kapasitas produksi danjems usaha 

d. Kategori perusahaan 

Apabi ia perusahaan yang berbeiuuk P T dibubarkan maka Likuidator wajib mendaltarkan 

pembubaran P T . 

A 



Pasa l4 

ahaan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 waj ib melakukan pendaflaran dalam Oaftar 

^ahan dalam jangka waku i 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perusahaan muiai 

Ijalankan usahanya, 

^daftaran pendirian perusahaan bentuk I ' i " . d i lakukan paling larnbat 30 (tiga puluh) hari 

-lah pengesahan aiau persetujuan yang diberikan oleh Mentcri Kehak iman dan M A M aiau 

IBH mnBBHl pcnct inntan luponiiv 

' ' Pasa! 5 

crusahaan K e c i l Perorangan dikecual ikan dari W D P ; 

rusahaan K c c i l Pcrorangan vang dikecual ikan sebagaimana dimaksud pada ayai ( ] ) 

dalah i 

a. Perusaliaan yang diurus. di jalankan aiau dikclolah oleh pnbadi atau pcmil iknya scndin 

atau dengan mempckcrjakan hanya anggola keluarga sendiri; 

b. Perusahaan yang tidak diwaj ibkan memi i ik i Sural I/.m L'saha atau Surai Kctcrangan yang 

' dipersamakan dengan itu yang ditcrbitkan olch insiansi berwewenang; 

c. Perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi kebuluhan kcpcrluan naCkah 

sehari-hari pemi l iknya. 

•Perusahaan sebagaimana d imaksud pada ayai ( 1 ) apabiia dikehendaki oleh Perusahaan yaiig 

bersangkutan dapat didaftarkan dalam Daftar Perusahaan, 

Pasal 6 

a atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian dan sifai serla tujuannya tidak 

ata-mata mencari keuntungan dan atau laba, tidak dikenakan Waj ib Daftar Perusahaan, sebagai 

'ut: 

Pendidikan Forma! ( jalur sekoiah) dalam segala jen is dan jcnjang yang diselcnggarakan olch 

siapapun serta tidak dalam benluk badan usaha; 

Pendidikan non formal ( jalur luar sekoiah) yang viibina oicl i Pcmcrinlah dan aiau 

diselenggarakan oleh masyarakat scna lidak daiam bentuk badan usalia. 

Jasa Nolans, 

Jasa Pengacara/Advokad dan Konsul ian Hukum; 

Praktek perorangan Doktcr dan Praktek kelompok Dokier yang tidak dikclolai i olch bad:'.n 

usaha; 

Rumah sakit yang tidak dikelolah oleh badan usaha, 

K l i n i k pcngobatan yang lidak d ikc lo lah oleh badan usaha; 

Organisasi Nir laba. 

Piisal 7 

iscnangan pcnyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan dan Penerbitan T D l ' berada pada t^upati dan 

ai di l impahkan kepada Kcpa la Dinas Pcrindustrian dan Perdagangan; 

Pasa l 8 

i\cnangan pcn\c!enggar;'.an Pciidafataran I'erusahaan scbagamiana dimaksud pada pa-sal • 

liputi 

M c n e r i m a d a n mcncalal lornmlir pendaftaran pcrusahaan dalam hukii agenda pcndaltaran 

Menel i t i kebenaran pcngisian lonnul i r pendaftaran perusahaan dan kcicngkapan dokunien 

yang dipersyaratkan; 

Menolak dan niengcnibai ikan formulir pcndafiaran pcrusahaan yaiig iidak memi l ik i 

persyaratan, 

• Mengesahkan isian formuin* pcndafiaran perusahaan yang telah mcmcnuhi pcrsyaratan. 

Menerbitkan T D P ; 

Menghnnpun dan mcnyaitkan daftar pcrusahaan, 

• Membuai iaporan pcrsyclenggaraaii daflar pcrusahaan: 



inpcrsiiipk.iii apaiai pclaksaiui i l a i i pcnuawas P i ' N S VVi ) i ' 

iakukan pcnL;a\va^an J a n pcnyul ikan. iKkcr jasama licngan instanM icrkaH 

lakukan kcgiaian pcnyululian daiani rangka pemahaman dan pcmasvarakaian W D P . 

mproniosikan kegunaan pcndaliaran pcrusahaan kepada inasyarakat dan dunia usaha. 

embcri kopi, saiinai* dan aiau pelikan rcsini dan daf'lar pcrusahaan yang tekih disyahkan 

pada inasyarakat atau dunia usaha yang menibutuhkan; 

emberikan pcinyivnun kopada masyarakai dan dunia usaha dalam rangka memenuhi 

tbutuhan informasi pcrusahaan, 

Pasal 9 

berlaku selama 5 ( l i m a ) lahun dan wajib dipcrbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan 

masa bcriaku berakhir. , 

ilMi I I I 

T A T A C A R A P K N D A F T A R A N P E R U S A H A A N 

Pasal 10 

- PendaAaran perusahaan di lakukai i oleh pemil ik atau pengurus/penanggungjawab aiau kuasa 

, perusahaan yang sah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan ; 

Pcndattaran perusahaan di lakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran perusahaau dan 

diajukan kepada Bupati melalui Kepa la Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan 

dilampirkan dokumen-dokumcn sebagai berikut : 

a, A s l i dan copi Akta Pcndir ian Perseroan/Akta Pendirian Koperas i /Ak la Pendirian 

Perusahaan, 

' b. As l i dan copi Perubahan Pendirian Perseroan; 

c. As l i dan copy Keputusan Pengesahan sebagai badan hukum dari pejabai yang 

herwewenang; 

d. Copy Kartu f a n d a Pcnduduk atau Pasporl Direktur Utama/Pcnanggung Jawab/Pengurus; 

e. Copy I / i n Usaha atau kctcrangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbilkan oleh 

instansi yang berwewenang. 

f. Copy sural pcnunjukkan aiau surat kcterangan yang dipersamakan dengan itu khusus bagi 

Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwaki lan; 

Fasal I I 

"rusahaan yang telah menerima i ' D P diwaj ibkan untuk mcmasang T D i ^ ditempat yang mudah 

aca dan dilihat oleh umum dan nomor T D P wajib dicantumkan pada papan nama dan dokumcn-

b m e n perusahaan yang dipergunakan dalam kcgiatan usahanya; 

Pasal 12 

) Pendafataran perusahaan ditolak apabiia pengisisan formulir pendaflaran belum benar dan atau 

dokumen belum lengkap; 

Penolkan sebagaimana dimaksud pad ayat ( I ) di lakukan sccara teriulis discrtai alasan-alasan 

penoiakan. , 

Pasal 13 

Seliap perusahaan yang mclakukan perubahan icrhadap hal-hal yang didaftarkan sesuai 

ketentuan dalain pasal 3 wajib mclaporkan kepada Bupati mclalui Kcpala Dinas I'erindustrian 

dan Perdagangan dengan cara nicngisi formulir perubahan: 

Kcwapban laporan pcrubahan sebagannana di inaksud pada ayat (1 ) ddakukan sclambat-

lambatnya 90 ('scmbilan puluh.l i ian terhitung tcrjadmya scjak perubahan 



Pasitl 14 

rubahari yang dapal mengakibalkan pengganlian ' r O P meliputi: 

Pengalihan kcpemi l ikan atau kepengurusan pcrusahaan: 

Perubahan nama pcrusahaan, 

Perubahan benluk dan atau status pcrusahaan: 

Perubahan alamat perusahaan di luar wi layah Kabupalen Rote Ndao. 

^ Pcrubahan kcgiatan usaha pokok 

r Perubuhun A k u i Pcndiri i in dan Anggaran Dasar Kl iusus ufiluk P I " 

Perubahan di luar dan hal-hal sebagaimana dmiaksud pada ayai ( I ) cukup uilaporkan kej^ada 

.Bupati melalui K c p a l a Dmas Perindustrian dan Pcrdagangan dan iidak pcrlu di lakukan 

j'pengganiian T D P . 

Pasal 15 , 

Daltar Pcrusahaan dan I ' T I )P ) dtnyatakan batal apabiia pcrusahaan N aiu: bcrsangkui/.ii 

. lerbnukti mcndal' larkan dala pcrusahaan sccara tidak bcnar atau tidaK scsuai dcn^ai; i /n i t; . . I M . I 

{ atau sural kclcran'gan yang dipcrsamakan dengan i lu , dengan nicncrbi ikan .sural kcpuuisar> 

pembaialan. 

Perusahaan scbagaimana dimaksud dalam ayai ( I ) wajib melakukan pcndallaran ulaii!; -.CNU.!! 

pasa! 10, dengan menyeriakan T D P asli yang telah dibatalkan. 

Pasal 16 

Perusahaan dihapus dari Dal'lar Pcrusahaan apabiia lerjadi hal-ha! scbagai berikut 

a Perubahan benluk pcrusahaan: 

b. Pembubaran perusahaan: 

c. Perusahaan menghentikan scgala kegiaian usahanya: 

d. I^crusahaan bcrhenli akibai A k l a Pcndir iannya kedaluwarsa aiau bcraklur: 

c, i^erusahaan mcnghciuikan kegiatannya/'bubar berdasarkan puiusan Pengadilan Negeri yang 

telah mempunyai kckuatan hukum tctap. 

2} Bagi perusahaan yang telah dihapus dari dattar perusahaan, maka i 'DP yang lelah d imi l ik inya 

dinyaiakan tidak berlaku lagi dan p-iirusahaan wajib mengembalikan T D P asli kepada Bupal i 

mclalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 

Pasa l 17 

1 Dinas Pcrindustrian dan Pcrdagangan menyaj ikan daftar perusahaan sebagai sumber informasi 

ircsmi bag! semua pihak yang berkepentingan: 

2] Infonnasi sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) bcrsifat tcrbuka dan kepada setiap pihak 

dibcnkan kesempaian untuk melihat dan meminta inlbrmasi dalam benluk salinan, pelikan 

rcsmi dan hasil olahan data pcrusahaan. 

l iAI i I V 
iu:rRnu)si P E R I Z I N A N 

Pasal 18 

(U Seliap perusaliaan yang didaiLarkan dikenakan relribuiii pcn/.man yang diietapkan sebagai 

berikut : 

a. Perseroan Terbatas i P T i ditoiapkan sebesar Rp 250,000.- ( d j a raUis Imia puluh nbu 

rupiah). 

h Pcrsckutuan Cominand;( :c i ( C V i diietapkaii sebesar Rp. 150 000,- (scratus l ima puluh nbu 

rupiah}. 

c, f i rma di lc lapkan scbcsai Kj.i IilO (K)U.- (^cralus ribu rupiah): 

d Pcrusahaan Pcrorangan ( P O } dnciapkan scbesar Rp 50,000.-1 l ima puluh ribu rupiah): 

c Pcrusahaan Mi l i k Ncgara/Dacrah dilctapkan sebe:-..ar Rp. 250,000.- (dua ralus l ima puiuh 

ribu rupiah). 
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•Badan Usaha lainnya ( B U I . ) diietapkan sebesar Rp. 100.000,- (seraUis ribn nipiah); 

'Koperasi ditetapkan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh l ima ribu rupiah). 

usahaan As ing , Kan lor Cabang, Kantor Pembanlu, Anak Peru.sahaan, Agen dan Perwaki lan 

fusahaan As ing yang bekerja dan berkedudukan dalam wihiyah Kabupaicn Rote Ndat» 

eiapkan sebe.sar Rp. 500.000,- ( l ima ralus ribu rupiah). 

ntor Cabang. Kaninr Pombaniu, Anak Pcrusahaan. Agen dan Perwaki lan Pcrusahaan 

))agaimana dimaksud pada ayai ( 1) hurul' a sainpai dengan g, biaya adm^i!^lrasi adaiali 

m dtingiin rL'tribuai ptfri/iium wsuui dengan bentuk perusaliaan scbagamiana dunaksud pada 

/at ( I ) hurul" a sampai dengan g. 

etiap salinan resmi dan atau petikan rcsmi dan dafiar pcrusahaan dikenakan o ia \  scbcsai Rp 

0.000,- {scpuluh ribu rupiah) 

[JAB N 

K I : H : . N I T ; A N P IDANA * 

Pasal 19 

i^Barang siapa yang mclanggar ketenluan-kctenluan yang diatur dalam Pcraiuran Daerali ini 

vdikenakan denda dua kal i sebesar biaya pendafalran sebagaimana dalam pasal US Peraiuran 

Daerah mi dan aiau setinggi-i ingginya Rp. 500.000.- ( l ima ratus rihu rupiah) aiau dianeam 

.•pidana kurungan badan paling lama } ( l iga) bulan; 

.Ancaman i)idaiia scbagaiuiana dnnaksud pada aval ( 1 ) 'pasal i n i dapal discrtai dcnyan 

' peneabuum Tanda l^allar Perusahaan. 

Tindak pidana schagaimana diniaksi id pada ayat ( ! j pasal n i i adalah pclanggaran. 

B A B \

K E I K N l U A N P E N Y I D I K 

Pasal 20 

) Pejabat Pegawai Negeri vSipi! tertenlu di lingkungan Pemerintah Daerah dibcri wewenang 

khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pajak dacrah 

dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1931 

tentang Hukum A c a r a Pidana. 

] Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) adalah ; 

a. Mener ima, mengunipulkan dan menelit i keterangan atau laporan berkenaan dengan 

lindak pidana di bidang rcir ibusi daerah agar keterangan atau laporan lersebut mcnjadi 

lengkap dan jclas. 

b. Mencl i t i , mencari dan mengumpulkan kelcrangan mengenai orang pribadi atau badan 

tentang kebenaran perbuatan yang di lakukan .sehubungan dengan tindak pidana di bidang 

relribusi daerah; 

c. Meminta keierangan dan alat bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan 

tindak pidana di bidang retnbusi daerah; 

d Memer iksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lainnya berkenaan dengan lindak 

pidana di bidang retribusi daerah; 
c Meiakukan penggcledahan untuk mendapalkan alat bukti pembukuan, pencaeatan dan 

dokumcn-dokumen lain serla melakukan penyitaan tcrhadap alat bukti tcrsebut; 

1 .Mcminia bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana 

di bidang tersebul; 

g, Menyuruh berhenti dan atau mclarang sescorang meninggalkan ruangan atau teinpat 

pada saal pemeriksaan berlangsung dan meir.eriksa identilas orang dan atau dokumen 

yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d; 

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana; 

I . Memanggi l seseorang untuk didcngar keterangannya dan diperiksa scbagai tersangka 

atau saksi , 

|. Menghentikan penyidikan: 

k. Melakukan l indakan lain vang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut 

hukum yang dapat dipcrtanggung]awabknn 

8 



\Z]k scbauaimana diniaksud pada aval ( 1 ) mcmberi lahukan dimulainva pcnvidikan kepada 

ntul Umum. scsuai kclcnluan yaug diaiur dalam Undang-Undang Nomor S Malum I ' - 'Kl 

rig ! lukum Acara I ' idana 

HAH V ! l 

K l 1 r.N n AN I ' K N l IT P 

Pasnl 21 

Daltar Pcrusahaan yang dikcluarkan scbclum muUii bcrU\kun\ Pcvaluran Dacrah mi 

takan teiap berlaku. 

Pasa l 22 

' ' : i l -hal yang belum diatur dalam Pcraiuran Daerah ini scpanjang mengenai pclaksanaannya 
.iNan dnciapkan lebih lanjui dengan Kepulusan Bupatr 

, Dciigan bcrlakunya Pcraturan Daerah ui i , maka segala ketentuan yang mengatur 
lentang Pcnyclcnggaraan Waj ib Daltar Perusahaan dinyaiakan tidak bcriaku lagr 

Pasal 23 

aiuran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
ar seliap orang mengetahuinya, memcnntahkan pcngufidangan Pciaturan I jacrah m i dengan 
nempatannya dalain Lcmbaran Dacrah Kabupaten Rote Ndao. 

Ditet.aglsan di B a ' a 

, / |3S^d'a^anjgalvI6^^ 2004 

DAO. U 

iundangkan di B a ' a 

"da tanu"al 18 .luni 2004 

LT. S I : K R E ' P A J ? L S , D A £ K A / I i v A B t j ' i ' A T E N ROTE NOAO 

MA-mm'-•i)OMINGGI iS WELKJS 

M B A R A N D A E R A H K A B U P A T E N R O T E N D A O 7 A H U N 2004 
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I ' !•: N .1 K L A S A N 
A r A s 

P L K A i URAN D A E R A H K A B U P A T E N R O T E NDAO 
N O M O R 21 T A H U N 2004 

TENIANC; 

VVAJHi D A E T A R PERU'SAHAAN 

Ij M V M 

f Hakekat yang dikandung oleh spnit otonomi daerah saal ini adalah bergesernya paradigma 
pembangunan dengan memberikan kesempatan kepada daerah i^ntuk membangun dan 
mendekatkan pelayanan kepada masyarakai secara profesional, transparan dan tidak 
diskr iminat ir 

Wajib Daftar Perusahaan scbagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 

dilatarbelakangi oleh semakin mcningkainya perkembangan kegiatan usaha di dalam negeri, 

sehingga perlu adanya menghimpun mlbrmasi secara umum mengenai hal-hal yang 

menyangkut perusahaan. 

Salah saiu tujuan uiama pelaksanaan U U - W D P adalah sebagai upaya pcrlmdungan kepada 

perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan tcrbuka, sekaligus scbagai sumber 

informasi baik utnuk kepentingan usaha maupun bagi pihak lain yang membutuhkan 

informasi perusahaan. D isampmg tujuan tersebut daflar perusahaan dapal dipcrgunakan 

sebagai alat pengaman pendapaian negara karena dengan Waj ib Dal'lar Perusahaan itu dapat 

diarahkan dan diusahakan terjadinya i k l im usaha yang sehai dan tertib. 

Untuk memberikan legitimasi kepada Pemerintah Kabupalen Ro ic Ndao dalam 

mcnyelenggarak Waj ib Daftar Perusahaan dengan kcwengangan yang diberikan sesuai 

amanat Undang-Undang Noinor 22 fahun 1999 dan Peraturan. Pemerintah Nomor 25 Tahun 

2000, maka salah satu pcrangkat hukum yang diperlukan adalah Peraiuran Dacrah yang 

mengatur tentang Waj ib Daftar Pcrusahaan. 

11. P A S A L D E M I P A S A E 

Pasai 1 

Butir I s/d 6 

C u k u | \ i c ! a s 

Butir 7 

Daflar caiaian resmi lerdiri dari Ibrmul ir - ibrnui l i r yang mcmuai cauitan icngkap 

mengenai hal-hal yang wajib didaflarkan oleh setiap perusahaan 

But i r 8 s/d 

Cukup jc las 

[Uiiir 10 

icrmasuk juga pcrusahaan-i)erusahaaii yang d imi l ik i aiau bcniaung di i iauai i 

Icmbaga sosial. ni isalnya I . S M . 

B u m I i : /̂d !8 

Cukup iclas 

Pasal 2 

A v a l 1 

Cukup ,Vla^ 
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Ayat 2 
Hurut" a Perseroan i'erbatas ( P T ) yang menjua! sahamnya pada niasyarakat dengan 

perantara pasar moda! sulit tmtuk diketahui peni i i ikan sahamnya karena setiap saat 

dapat berubah-ubah sehingga perlu diatur seeara khusus. 

Huruf b yang dnnaksud dengan perusahaan Unnnya adaiah bcntuk-bciuuk 

perusahaan baru yang sesuai dengan perkembangan perekonomian N ang beluni 

digolongkan dalam huruf a. 

Avat 3 

Cukup je ias 

1'asai 3 

Ayat I dan 2 

C u k u p jelas. 

?Pasal -1 

A y a i I da;i 2 

Cukup . Ickis 

Pasal 5 
A v a l 1 S/d a\at 3 

Cukup jc ias 

Pasal 6 

Cukup je las 

Pasai 7 

A v a l I dan 2 

Cukup jc las 

Pasal 8 

Cukup je las . 

Pasal 

Cukup jelas 

Pasal 10 

Ayat I dan 2 

Cukup je las 

Pasal 

C u k u p je las 

Pasa! 12 

Ayat 1 

Perusahaan yang diioiak pendaftarannya dianggap beium melakukan Waj ib Dafiar, 

tetapi. tidak mcngurangi kesempatann dalam usaha atau kegiatannya selama 

lenggang wak iu kewapban pendaflaran sejak penoiakan pendaflaran. 

A y a i 2 

Pasal 

Cuk u p jc las 

A y a i 1 dan ayai ? 

Cukup i d U.S. 

I 1 



A y a i 1 dan ayai 2 

Cukup je las 

Pasal 15 
A y a l I dan a>al 2 

C u k u p je las 

Pasa! 16 

Ayat I dan ayat 1 

Cukup je las 

Pasal 17 ' 

Ayat I dan ayat 2 

Cukup je las 

Pasai 18 

Ayat 1 s/d ayat 4 

Cukup Jeias 

Pasal 19 

A y a i ! s/d ayal 3 

Cukup je las 

Pasal 20 
A y a l I s/d ayat 3 

Cukup Jelas 

Pasal 21 

Cukup Jelas 

Pasal 22 

Cukup je las 

Pa.sal 23 

Cukup je las 

P A M B A K A N L E M B A R A N D A E R A I J K A B I J P A T E N R O T E N D A O 
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